BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Kinerja simpang empat DPD Golkar masih dalam kondisi cukup baik
dengan tingkat pelayanan C, sedangkan untuk derajat kejenuhannya
masih belum mencapai angka kritis yaitu belum >0,75 dengan nilai
pada masing — masing kaki simpang yaitu :

a. Kaki simpang utara : 0,47

b. Kaki simpang selatan : 0,40

c. Kaki simpang timur  : 0,58

d. Kaki simpang barat : 0,43

Pada simpang empat DPD Golkar pada peak pagi 74 kendaraan terlibat
konflik lalu lintas, dengan 34 kendaraan terlibat konflik serius dan 40
kendaraan terlibat konflik non serius. Untuk peak siang 54 kendaraan
terlibat konflik lalu lintas, dengan 39 kendaraan terlibat konflik serius
dan 15 kendaraan terlibat konflik non serius. Sedangkan untuk peak
sorenya sendiri 58 kendaraan terlibat konflik lalu lintas, dengan 33
kendaraan terlibat konflik serius dan 25 kendaraan terlibat konflik non

serius.

Pengaturan APILL pada simpang empat DPD Golkar pada kondisi
eksisting 2 fase diatur menjadi 2,5 fase. Dengan pengaturan fase
menjadi 2,5 fase membuat fase hijau pada kaki simpang arah Solo-
Jogja lebih dulu menyala, dan setelah beberapa saat baru fase hijau
barat dan timur bersamaan hijau, hal ini dapat mengurangi terjadinya
konflik lalu lintasdi bandingkan dengan kondisi eksisting yang

menggunakan 2 fase.
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B. SARAN
Berdasarkan hasil analisis, diperlukan saran sebagai bahan pertimbangan

untuk memberikan perbaikan pada simpang bersinyal DPD Golkar

Kabupaten Klaten agar kecelakaan dapat diminimalisir, saran yang

diberikan antara lain :

1.

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Melakukan pengaturan ulang fase eksisting yaitu 2 fase diubah menjadi
2,5 fase. Karena berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh peneliti
dengan pengaturan 2,5 fase dapat mengurangi terjadinya konflik lalu
lintas dan untuk tingkat pelayanan simpang masih dalam kondisi cukup
baik yaitu C.

Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kabupaten Klaten

Untuk peningkatan keselamatan transportasi jalan pada Kabupaten
Klaten, selain diperlukan perbaikan teknis perlu juga dilakukan
sosialisasi tentang perilaku pengguna jalan dan dilakukannya
pemberian materi mengenai rambu lalu lintas dan marka bagi
masyarakat Kabupaten Klaten guna meningkatkan wawasan
keselamatan berlalu lintas agar dalam berkendara di jalan lebih

berkeselamatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Pengadaan sistem Area Traffic Control System (ATCS) yang berguna
untuk mengontrol dan sebagai pengawasan pada simpang yang sering

terjadi kecelakaan seperti pada simpang DPD Golkar Kabupaten Klaten.
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